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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi
yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat
dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum di audit. Para
pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya
kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu
diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan
publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen.

Banyaknya kasus perusahaan yang ”jatuh” karena kegagalan bisnis yang
dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan
keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat,
khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini
penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan
yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

De Angelo (1981) dalam Watkins, et al (2004) mendefinisikan kualitas
audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan

pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur



kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan

pelaporan  pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk

mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada
independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain
pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor
memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan
mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien.

Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu: (SA
Seksi 150 SPAP, 2001)

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan
seksama.

Hal-hal yang terutang dalam standar umum inilah yang nantinya akan
dijadikan tolak ukur atau parameter seorang auditor itu independen dan kompeten
atau tidak di dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan audit, auditor harus
bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian
keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui

pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Selain itu, auditor harus menjalani



pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan
umum.

Asisten junior untuk mancapai keahlian harus mendapatkan supervisi
memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman.
Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi
dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor harus mempelajari, memahami dan
menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar
auditing yang diterapkan oleh organisasi profesi.

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor
dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang
ditetapkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl), yakni standar umum, standar
pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan
cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang
mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup
dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan
standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan
lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor
untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara
keseluruhan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik
profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik
profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode

etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian



profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang
auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik atau auditor independen
dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis
sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan
publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk
mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini
manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal
perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik
(prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan
yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Berdasarkan uraian di atas
terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai
laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa
lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan
akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun
pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan
publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan
publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal di dalam negeri terlihat
dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan
Indonesia (IAl) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan
melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada

tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik



yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan
didenda oleh Bapepam (Winarto, dalam Christiawan 2003: 12).

De Angelo dalam Kusharyanti (2003: 35) mendefinisikan kualitas audit
sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan
dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya.
Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada
kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah
saji tergantung pada independensi.

Kusharyanti (2003: 35) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas
pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus),
pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri
klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli
dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan
pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit
(SPAP, 2001: 10). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup
yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat
keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya
perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam
pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa.
Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat
tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor atau dengan kata lain,

keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988).



Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001: 11) menyebutkan
bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan
bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak
dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun
sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, akan kehilangan sikap tidak memihak
yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi yang dimaksud di atas tidak berarti seperti sikap seorang
penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap
tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak
hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor
dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen,
seperti calon-calon pemilik dan kreditor.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi akuntan publik
ibarat pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas
dan etika profesionalismenya, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi
tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak
mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau
keuangan maka independensi telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas
audit. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah

jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (auditor tenure).



Di Indonesia, masalah audit tenure untuk masa kerja auditor dengan Kklien
sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.02/2008 tentang
jasa Akuntan Publik. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditor
yang paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Setelah auditor menerima penugasan
klien baru, pada penugasan pertama auditor memerlukan waktu untuk memahami
klien sehingga ada kemungkinan auditor untuk menemukan salah saji material.
Selain itu, auditor belum begitu mengenal lingkungan bisnis klien dan sistem
akuntansi klien sehingga kesulitan untuk mendeteksi salah saji. Namun semakin
lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan klien
dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan
resiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam
hal mendapatkan bukti.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, eksternal auditor seolah menjadi pihak
yang harus turut bertanggungjawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi
akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang
memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor
yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak
dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya
tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai
peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi

pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi



masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masalah lain yang
dihadapi oleh KAP Khususnya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Se-Sulawesi
Utara, minimnya jumlah perusahaan yang menggunakan jasa audit menyebabkan
dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi
kepentingan lainnya, sehingga dapat menggangu independensi. Seperti yang
dikatakan oleh Kasidi (2007) lamanya hubungan audit dengan klien. bahwa
hubungan audit yang terlalu lama antara kantor akuntan publik dengan klien yang
diaudit mengakibatkan sulitnya untuk menegakkan independensi.

Berkaitan dengan hal itu, pembahasan akan difokuskan pada dua dimensi
yaitu independensi dan profesionalisme auditor yang ada di Kantor Akuntan
Publik (KAP) Se-Sulawesi Utara. Profesionalisme diproksikan dengan
akuntabilitas auditor dan kualitas kerja yang dimiliki oleh auditor. Sedangkan
independensi diproksikan dengan lamanya berhubungan dengan klien, tekanan
dari klien, telaah dari rekan auditor, jasa non audit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul ”Pengaruh Independensi Terhadap Profesionalisme
Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Se-Sulawesi Utara”.

1.2 Identifikasi Maslah
Berdasarkan latar belakang maka masalah dalam penelitian ini dapat di
identifikasi sebagai berikut:
1. Banyaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi. Menyebabkan posisi akuntan
publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap

laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan



masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh
bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan.

2. Minimnya jumlah perusahaan yang menggunakan jasa audit menyebabkan
dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi

kepentingan lainnya, sehingga dapat menggangu independensi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka
penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah independensi
berpengaruh terhadap profesionalisme auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP)

Se-Sulawesi Utara?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk menguiji
apakah independensi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor di Kantor

Akuntan Publik (KAP) Se-Sulawesi Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
1) Menilai profesionalisme auditor yang ada di di Kantor Akuntan Publik
(KAP) Se-Sulawesi Utara sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan
perbaikan audit.
2) Membuktikan pengaruh yang terjadi antara Independensi berpengaruh
terhadap profesionalisme auditor yang sesungguhnya.

2. Manfaat Praktis
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1) Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang independensi dan
profesionalisme auditor.

2) Memperoleh pengetahuan tentang profesionalisme auditor dalam
melakukan audit.

3) Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) Se-Sulawesi Utara.



